
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR {9 TAHUN ?o18"

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DANIATAU
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir denagan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oa6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan
penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, iempat
bertugas, kelangkaan profesi, prestasi keq'a, dan /aiau
pertimbangan objektif lainnya;

b' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Kriteria dan Besaran Pemberian Tambahan penghasilan
Berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan profesi d,anfatau
Pertimbangan objektif lainnya bagi pegawai Negeri sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran
2At9;

Mengingat : 1. Undang - Undang Drt Nomor T Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1gs6 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LO92);
undang - undang Nomor l" 7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a287);
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

2.

3.

4. Undang...



5.

6.

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2OA4 Nomor L2 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38l;
Undang Undang Nomor t2 Tahun 201 1 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AI4
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9a|;

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55S7) sebagaimana telah diubah
beberapa ka1i, terakhir dengan Undang-Undang Nomor g
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e!;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor +5781;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5887i;

10" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan lV1enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 310);

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2}rc
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O1g {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7A\;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2OL6 Nomor O5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

14. Peraturan...



14. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2A16 tentang
Ked.udukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun ZArc Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2Ol7 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun
2A16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T1rgas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun z}fi Nomor 04);

MEMUTUSKAN

McNetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN/ATAU
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat
sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk Menduduki Jabatan Pemerintahan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan
Ral<yat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tanggungjawab,
wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan
organisasi.

V. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menujukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seoran"g pegawai negeri sipil dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi.

8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, wew'enang seseorang dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian danlatau keterampilan tertentu serta bersifat
mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan
angka kredit.

9. Pejabat struktural adalah pejabat yang diberi kedudukan, tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak dalam memimpin suatu bidang
organisasi negara.

10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
1 1. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri

Sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai
berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi danlatau pertimbangan
objektif lainnya.

12. Tunjangan...



12. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan berupa
uangtransportasi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki
jabatan struktural sebagai pengganti biaya pengadaan dan operasional
kendaraan dinas serta peq'alanan dinas dalam daerah pejabat struktural.

13. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan PNS, adalah daftar Penerimaan
Tambahan Penghasilan sebagai dasar rekapitulasi, jumlah besaran TPP
sesuai Nama, Nip, Jabatan, dan besaran penerimaan.

14. Surat Perintah Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut SPP-LS,
adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran

15. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) SKPD untuk
menerbitkan SP2D di BUD (Bendahara Umum Daerah).

16. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah
dokumen yang dijadikan dasar Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
mencairkan dana berdasarkan SPM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan
profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS Pemerintah
Daerah Kabupaten Karo;

{2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan
kondisi kerja, kelangkaan profesi, danfatau pertimbangan obyektif lainnya
kepada PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dengan peraturan Bupati ini meliputi
a) Ituiteria;
b) Penentuan besaran;
c) Tata cara pembayaran; dan
d) Pertanggungjawaban.

BAB IV
KRITERIA

Pasai 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan
kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya
kepada PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi ke{a sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang daiam melaksanakan tugasnya
berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi dengan parameter
tingkat resiko dan/atau ancaman yang dapat berdampak pada psikis maupun
fisik.

(3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
kepada PNS yang bertugas pada :

a. bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
dan

b. bidang penanggulangan bencana.

(4) Tambahan...



{4) Tambahan Penghasiian berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas
memiliki ketrampilan khusus dan langka dengan parameter memiliki
sertifikasi keahlian khusus dari lembaga berwenang.

(5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat t4) diberikan
kepada PNS yang bertugas pada bidang Kesehatan yang meliputi :

a. Dokter Spesialis RSU Kabanjahe;
b. Petugas Tenaga Radiasi;
c" Petugas Laboratorium Klinik; dan
d. Petugas Haemodialisa.

(6) Tambahan Penghasilan berdasarkan perlimbangan objektif lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sebagai berikut:
a. Jabatan fungsional tertentu lainnya bidang kependidikan dan bidang

kesehatan; dan
b. Pejabat struktural pada organisasi perangkat daerah berupa tunjangan

transportasi.

BAB V
PENENTUAN BESARAN

Pasal 5

(1) Penentuan besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja,
kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS
Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dilakukan dengan memperhitungkan
kewajaran besaran dan kemampuan keuangan daerah.

(2) Ketentuan mengenai penentuan besaran tambahan penghasiian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

(1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi keda, kelangkaan
profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS Pemerintah
Daerah Kabupaten Karo dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

(2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat il)
dapat diajukan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus setelah bulan
berjalan.

{3} Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.
(4) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (U

dikenakan pajak penghasilan {PPh) pasal 21 sesuai aturan pqjak penghasilan
yang berlaku dan dibebankan kepada penerima.

(5) SPP/SPM-LS tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Derah ke Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilengkapi dengan :

a. daftar penerimaan tambahan penghasilan; dan
b. surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 21.

BAB VII...



BAE VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal ?

Pertanggungiavraban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan
berda*arka* kondisi k*rja, kelangka*.n profe*i, dan/atau pertirnbangafi obyektif
lainnya kepada ff.i$ Femerintah Daerah Kahupaten Karo dilakukan se*uai
dengan pro*edur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

'BAB VIII
KETENTT,}AN PENU?UP

Fasal I

Peraturan Bupati ini mutrai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ora"trs rn*ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo"

Ditetapkan di K*banjahe
pada tanggal t? Des.mbe,t 2ot8

Dir.lndanskan di Kabanjahe
pada tanggal tg !rser,.be', corB

AS KABUPA?EN KARO,

LiN PURBA

BERITA RAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR 4g

TERKELIN BRAHMANA
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FER,{TURAN BUPATI KARO
NOMOR :

TENTANG
KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN
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